
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

Mengingat 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten Rejang 
Le bong. 

a. bahwa sehubungan adanya beberapa perubahan 
dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 16 
Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 
Tahun 2022, untuk menyesuaikan dengan kondisi 
daerah dan peraturan perundang-undangan, maka 
perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan 
Bupati Rejang Le bong Nomor 16 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten Rejang 
Le bong; 

Menimbang 

BUPATI REJANG LEBONG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DALAM 

KABUPATEN REJANG LEBONG 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 9 TAHUN 2024 

BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
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(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, Kecamatan menyusun RKA sesuai dengan sumber 
pendanaan masing-masing kegiatan. 

(2) RKA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh 
Camat dan Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 12 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 
2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 
Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2019 Nomor 533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 660), diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 
16 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 
KELURAHAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 139); 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133) 

12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2021 Nomor 163). 
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(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (4) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas 
laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara 
Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada PA atau 
KPA. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan 

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; 
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian 

objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek; 
c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak 

Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan 
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan 

periode sebelumnya. 

Pasal 18 

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut 

Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (4) bertugas: 
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 

b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

c. melakukan verifikasi SPP; 
d. menyiapkan SPM; dan 
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 

Pasal 14 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Bupati menetapkan Camat atau Lurah selaku PA untuk 
melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

(2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub 
kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

{4) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat 
Penatausahaan Keuangan dan PPTK. 

(5) Bupati menetapkan KPA, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 
Pengeluaran Pembantu berdasarkan usulan PA melalui BUD. 

Pasal 13 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

(3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing­ 
masing dituangkan pada RKA tersendiri. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR ll/1 

,==@,li!KRETARIS DAERAH 
~~ttlli~~N ANG LEBONG, 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 'J.~ .jun i 2024 

- \ 

LEBONG, 

Curup 
~ juni 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Le bong. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 
yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan BUD setiap semester. 

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), untuk: 
a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; 

dan 
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan 

Januari. 
(6) Lurah atau Camat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan kepada Bupati. 

(7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan kepada Menteri melalui Gubemur Provinsi Bengkulu 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. 


